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ABSTRAK

Mia Margaretta, 2012 : Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) Mata Pelajaran
Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah
Gumanti Kabupaten Solok.

Penetapan KKM menjadi tolak ukur keberhasilan seorang siswa dalam
setiap pembelajaran. Adanya kriteria-kriteria yang harus diperhatikan dalam
menetapkan KKM, mengakibatkan guru harus benar-benar memahami Kriteria
yang ada sehingga guru dapat menetapkan KKM yang tidak merugikan siswa.
Masalah dalam penelitian ini adalah adanya kesulitan guru dalam menetapkan
KKM mata pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti.
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan KKM mata pelajaran
Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti, ditinjau dari kriteria-kriteria
penetapan KKM yaitu intake (kemampuan siswa). kompleksitas (tingkat kesulitan
indikator), dan daya dukung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Subjek dan informan
penelitiannya adalah Guru Produktif Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti
yang berjumlah 5 (lima) orang. Untuk memperoleh data yang lebih akurat peneliti
menambahkan informan lain seperti Kepala Sekolah, Wakil Kurikulum, dan 4
(empat) orang siswa. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan
dokumentasi, agar data lebih valid digunakan trianggulasi data. Teknik pengolahan
data adalah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum pelaksanaan KKM mata
pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti, dimana guru
masih mengalami kesulitan yaitu pada kriteria intake (kemampuan siswa),
sulitnya guru melakukan penilaian kemampuan siswa dikarenakan kemampuan
siswa yang berbeda-beda. Pada kriteria kompleksitas aspek yang mengalami
kesulitan adalah sumber daya guru dan sumber daya siswa dimana guru sulit
menyesuaikan kompleksitas materi dengan kemampuan siswa. Serta pada kriteria
daya dukung, kurangnya sarana prasarana pendidikan yang menunjang proses
pembelajaran, dan jumlah Guru Produktif Tata Busana yang tidak memenuhi
standar ideal. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa
masih terdapat banyak kesulitan dalam pelaksanaan KKM mata pelajaran
Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Sejarah menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan di negara-
negara maju sangat ditentukan oleh tersedianya generasi muda Yyang
berkualitas, yang merupakan hasil produk pendidikan yang bermutu dalam
jumlah, jenis, dan tingkatan yang memadai. Situasi ini menuntut peran aktif
dari seluruh lapisan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang berguna
untuk mendukung kegiatan pendidikan baik formal maupun informal.
Kerjasama ini akan berdampak terhadap keberhasilan tujuan pendidikan
nasional seperti yang diuraikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No. 20 Bab Il Pasal 2 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional,
yaitu:
Pendidikan Nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu
manusia yang beriman dan bertagwa terhadap Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang
mantap serta bertanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.
Untuk merealisasikan tujuan Pendidikan Nasional tersebut pemerintah perlu
mengupayakan peningkatan mutu pendidikan dengan mengeluarkan
kebijakan-kebijakan dalam bidang pendidikan yang jelas, kongkrit, dan
berkesinambungan agar tujuan pendidikan yang telah dirumuskan dapat
tercapai dengan baik.

Namun peningkatan mutu pendidikan ini juga harus diikuti dengan

peningkatan kemampuan dari pendidik. Khusairi (2006:19) menyatakan guru



bertanggung jawab atas rendahnya prestasi akademik peserta didik dan guru juga
bertanggung jawab mencari alternatif pemecahannya”. Menurut Hamalik (2004:23)
“guru sebagai pendidik turut menentukan mutu generasi muda”. Kemampuan guru
dalam pengetahuan dan keterampilan mengajar yang rendah akan berpengaruh
terhadap mutu pendidikan yang akan dihasilkan. Untuk itu semua guru dituntut agar
dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan tugasnya
sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran, karena hubungan antara mutu
pendidikan dengan kemampuan dan kualitas guru sangat erat kaitannya.

Menurut Block dan Burn dalam Sartika (2006:5) bahwa :”penilaian
kemampuan guru dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari berbagai
pendekatan, salah satunya dari penerapan prinsip belajar tuntas. Dalam modul
belajar tuntas yang diterbitkan oleh Depdikbud (1983:15) “ persyaratan
penguasaan (mastery learning) merupakan faktor yang paling kuat
pengaruhnya terhadap hasil belajar dibandingkan dengan faktor-faktor lain”.
Bertolak dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa guru harus
memfokuskan pengajaran pada unit-unit terkecil dan tes menggunakan acuan
kriteria ketuntasan belajar guna menentukan apakah peserta didik telah
memiliki keterampilan yang dipersyaratkan pada setiap tingkat keberhasilan
belajarnya.

Depdiknas (2003:7) menegaskan bahwa: “Keberhasilan yang dicapai
oleh peserta didik adalah keberhasilan yang sesuai dengan kurikulum yaitu
sudah mencapai nilai 75 atau lebih untuk kompetensi dasar tertentu”.
Maksudnya adalah kriteria ketuntasan menunjukkan persentase tingkat

pencapaian kompetensi yang dinyatakan dengan angka maksimal 100



(seratus). Angka maksimal 100 merupakan kriteria ketuntasan ideal. Namun
target ketuntasan secara nasional diharapkan mencapai minimal 75. Salah
satu dari prinsip penetapan KKM menurut Depdiknas (2003:45) dikatakan
bahwa: “ satuan pendidikan dapat memulai penetapan KKM dari kriteria
ketuntasan minimal di bawah target nasional kemudian ditingkatkan secara
bertahap”. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Mulyasa (2002:95) bahwa
“berdasarkan teori belajar tuntas maka peserta didik dipandang lulus apabila ia
mampu menyelesaikan, menguasai kompetensi atau mencapai tujuan minimal
yang telah ditetapkan dari seluruh pembelajaran”.

Untuk mengetahui bahwa peserta didik sudah mencapai tujuan
minimal dalam pembelajaran diperlukan suatu standar khusus yang biasa
disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Siswa yang belum
mencapai nilai KKM yang telah ditentukan dikatakan belum tuntas dan
memerlukan perbaikan atau remedial.

Menurut Nukman (2004 : 33) “tujuan penetapan KKM adalah untuk
menentukan target kompetensi yang harus dicapai oleh siswa dan sebagai
patokan/ acuan/ dasar menentukan kompeten atau tidaknya siswa”. Dengan
adanya penetapan KKM, maka siswa terpacu untuk meningkatkan kompetensi
yang harus dicapai. Penetapan KKM juga bermanfaat bagi peningkatan
keberhasilan siswa. Menurut Depdiknas (2003:45): “Manfaat penetapan KKM
adalah supaya sekolah/ guru/ siswa memiliki patokan yang jelas dalam
menentukan ketuntasan dan adanya keseragaman batas setiap mata pelajaran

untuk kelas paralel”.



KKM ditentukan oleh guru mata pelajaran sejenis pada satu sekolah
dan dinyatakan dalam bilangan bulat. Penetapan KKM dilakukan dengan
berpedoman kepada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Depdiknas dalam
Badan Standar nasional Pendidikan BNSP (2006 :12) menyatakan bahwa :
Satuan pendidikan harus menentukan Kkriteria ketuntasan minimal dengan
mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik (intake),
kompleksitas materi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam
penyelenggaraan pembelajaran”.

Berdasarkan ketetapan dari Depdiknas tersebut diatas maka terdapat 3
(tiga) kriteria dalam penetapan KKM. Kriteria tersebut adalah kemampuan
rata-rata siswa (intake), kompleksitas (tingkat kesulitan) materi dan daya
dukung sekolah. Kiriteria-kriteria yang telah ditetapkan harus selalu
dipedomani oleh guru dalam menetapkan standar ketuntasan. Hal ini bukanlah
sesuatu yang mudah, guru harus benar-benar memahami ke tiga Kkriteria
tersebut serta mempunyai kompetensi tentang KKM yaitu menguasai benar
cara penetapan KKM. Hal ini sesuai dengan pendapat Wijaya dan Rusyan
(1991:31) “agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, guru perlu
menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang harus dimilikinya”.

Dalam prosesnya penetapan intake dapat didasarkan pada hasil seleksi
pada saat penerimaan  peserta didik baru, nilai Ujian Nasional/ Sekolah,
rapor, tes seleksi masuk atau psikotes; sedangkan penetapan intake di kelas XI
dan XII berdasarkan kemampuan peserta didik di kelas sebelumnya. Untuk

penetapan kompleksitas (tingkat kesulitan) materi dapat dilihat dari materi itu



sendiri. Maksudnya adalah tinggi rendahnya kompleksitas ditentukan dari
kreativitas dan inovasi yang dibutuhkan oleh guru dan siswa, serta waktu yang
diperlukan dalam proses pembelajarannya, dari masing-masing materi
tersebut. Sedangkan untuk penentapan tinggi rendahnya daya dukung sekolah,
dapat dilihat dari ketersediaan tenaga yang memadai, serta ketersediaan
sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan yang lengkap, dan
media pembelajaran yang cukup di sekolah tersebut.

Kriteria-kriteria penetapan KKM mengakibatkan KKM yang
ditetapkan menjadi bervariasi dan berbeda-beda pada tiap sekolah. Diknas
Kabupaten Solok dalam Surat Keputusannya ( 2008) menetapkan bahwa : ...
nilai minimal KKM untuk mata pelajaran Produktif jurusan Tata Busana
adalah di seluruh SMK adalah 75”. Oleh karena itu dengan ketentuan tersebut
smenimbulkan kesulitan bagi guru Produktif di SMKN 1 Lembah Gumanti
dalam menetapkan KKM.

Hal ini disebabkan karena jurusan Tata Busana di SMKN 1 Lembah
Gumanti baru berdiri selama lebih kurang 4 tahun dengan jumlah guru
produktif sebanyak 5 orang dan untuk sarana dan prasarana, masih
membutuhkan tambahan ruang dan alat-alat praktek serta media yang
mendukung. Sedangkan untuk kemampuan siswa Tata Busana sendiri masih
memerlukan usaha yang keras untuk meningkatkannya, dikarenakan
kebanyakan siswa yang masuk jurusan tata busana adalah siswa yang tidak

lulus masuk seleksi di jurusan lain. (sumber : berdasarkan wawancara sementara

dengan kepala program studi Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti)



Berdasarkan hasil wawancara sementara peneliti dengan Kepala
Program Studi Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti pada tanggal 19
September 2011 yang mengatakan bahwa pelaksanaan KKM sama untuk
semua Kompetensi dalam mata pelajaran Produktif Tata Busana, disebabkan
karena dalam proses penetapannya kriteria yang digunakan adalah sama untuk
semua kompetensi. Misalnya dari segi daya dukung, walaupun kompetensi
berbeda namun daya dukung yang tersedia disekolah tetap sama. Selain itu
beliau juga menegaskan bahwa KKM ditetapkan oleh guru bidang studi atau
guru mata pelajaran. Untuk itu diperlukan kecermatan dan kehati-hatian agar
standar ketuntasan yang telah ditetapkan tidak merugikan peserta didik.

Adapun standar kopetensi yang terdapat pada mata pelajaran Produktif
tata busana ada 12 (dua belas) SK yang terdiri dari 3 (tiga) Dasar Kompetensi
Kejuruan dan 9 (sembilan) Kompetensi Kejuruan, yaitu:

a. Dasar Kompetensi Kejuruan, yang terdiri dari :

1) Menerapkan keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup

2) Melaksanakan pemeliharaan kecil

3) Melaksanakan layanan secara prima kepada pelanggan (customer care)
b. Kompetensi kejuruan

1) Menggambar busana (fashion drawing)

2) Membuat pola (Pattern Making)

3) Membuat busana wanita

4) Membuat busana pria

5) Membuat busana anak



6) Membuat busana bayi

7) Memilih bahan baku busana

8) Membuat Hiasan pada busana (Embroidery)

9) Mengawasi mutu busana

Dalam hal penetapan KKM pada kriteria intake (kemampuan siswa)

kemampuan peserta didik dalam menyerap pembelajaran tidaklah sama, ada
peserta didik yang cepat dan ada pula yang lambat dalam memahami
pelajaran. Buktinya bisa dilihat dari hasil ulangan harian peserta didik, dimana
hasil yang diperoleh peserta didik tidak sama dari pemberian soal yang sama
pada masing-masing peserta didik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3
berikut :

Tabel 1. Hasil Ulangan Harian kelas X Tata Busana Kompetensi Pelayanan

Prima
No Soal Nilai dan jumlah siswa
5 6 7 8 9 |10
1 | Jelaskan pentingnya pelayanan prima menurut | 3 - 6 6 4 -
kamu!
2 | Jelaskan macam-macam komponen | 1 2 12 - 4 -
komunikasi!
3 | Buatlah gambar skema komunikasi ! - - - 15 | 2 2
4 | Jelaskan macam-macam cara berkomunikasi ! - 11 7 1 - -
5 | Tuliskan macam-macam alat komunikasi yang | - - 14 1 4 -
kamu ketahui!

Sumber : Guru Mata Pelajaran Produktif Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti

Dari tabel tersebut terlihat jelas perbedaan kemampuan siswa dalam
menjawab soal UH. Dimana untuk soal yang sama siswa tidak dapat
memperoleh nilai yang sama pula. Ada siswa yang bisa mndapatkan nilai
tinggi namun ada pula siswa yang hanya bisa memperoleh nilai rendah dan

sedang saja. Fenomena tersebut membuat guru Produktif Tata Busana



mengalami kesulitan dalam menentapkan standar intake (kemampuan siswa),
sesuai dengan pernyataan Ibu Refa Nora, S.Pd bahwa : “...jika standar intake
ditetapkan rendah, sementara ada siswa yang mampu memperoleh nilai
maksimal untuk beberapa materi atau pertanyaan, sedangkan jika intake
ditetapkan tinggi, sementara ada beberapa siswa yang tidak dapat mencapai
nilai bahkan pada batas KKM itu sendiri”.

Dalam kompleksitas (kesulitan dan kerumitan), tidak selalu materi
yang dianggap sulit oleh guru akan sulit juga diterima oleh peserta didik dan
sebaliknyapun demikian terkadang materi yang dianggap mudah oleh guru
ternyata sangat sulit dipahami oleh peserta didik. Karena pada prinsipnya
Kompleksitas materi berbanding terbalik dengan nilai siswa; jika kompleksitas
materi tinggi, diduga bahwa nilai siswa akan rendah, sedangkan apa bila

kompleksitas rendah, diduga bahwa nilai siswa akan tinggi. (sumber: berdasarkan
wawancara sementara dengan wakil kepala sekolah SMK N 1 lembah Gumanti)

Hal ini terlihat pada tabel 1 dimana tidak terdapatnya kesesuaian antara
pencapaian KKM pada kompleksitas yang dialami oleh guru dengan peserta
didik pada beberapa materi pelajaran. Materi yang diambil hanyalah materi-
materi yang mengalami kesenjangan kompleksitas paling tinggi dan paling

sering terjadi pada tiap tahun ajaran.



Tabel 2. Pencapaian KKM  Pada Kriteria Kompleksitas Yang
Dialami Guru Dengan Peserta Didik Dalam Beberapa Materi Pada Mata

Pelajaran Produktif Tata Busana

No. | KELAS Materi Kompleksitas Nilai Keterangan
Rata — Rata
Bentuk bagian-bagian
X busana Rendah 68 Kompleksitas
rendah, nilai
rendah
Menyelesaikan busana
wanita dengan jahitan Sedang 73 Kompleksitas
tangan sedang, nilai
sedang
Jenis-jenis busana bayi
dan fungsinya Rendah 66 Kompleksitas
rendah, nilai
rendah
Membuat desain hiasan
Tinggi 70 Kompleksitas
tinggi, nilai
sedang
Jenis-jenis desain
XI busana Sedang 66 Komplesitas
sedang, nilai
rendah
Memasang pita cord
pada dress form Tinggi 78 Kompleksitas
tinggi, nilai
tinggi
Membuat tanda-tanda
pola sesuai SOP Sedang 64 Komplesitas
sedang, nilai
rendah
Membuat hiasan pada
kain atau busana Sedang 65 Komplesitas
sedang, nilai
rendah

Sumber : Guru Produktif Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada beberapa materi pelajaran
Produktif Tata Busana dengan kompleksitas sedang dan rendah siswa tetap

tidak dapat mencapai nilai pada batas KKM, sebaliknya siswa justru
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memperoleh nilai tinggi dan melebihi batas KKM pada materi pembelajaran
dengan kompleksitas tinggi. Jadi terbukti bahwa terjadi kesenjangan pada
kompleksitas yang ditetapkan oleh guru dengan pencapaian KKM oleh siswa,
dimana pada materi yang dianggap sulit oleh guru, ternyata siswa dapat
mencapai nilai rata-rata yang cukup tinggi bahkan melebihi KKM, dan
sebaliknya pada materi yang dianggap mudah oleh guru ternyata siswa hanya
mampu memperoleh nilai rata-rata dibawah KKM.

Dalam daya dukung, pemahaman peserta didik dalam belajar harus
ditunjang oleh ketersediaan ruang praktek, buku-buku dan media serta alat-
alat praktek yang mencukupi dan sebisa mungkin memenuhi standar
kelengkapan sarana dan prasarana. Sementara dalam proses pembelajaran
Produktif Tata Busana di SMKN | Lembah Gumanti, sarana dan prasarana
belumlah mencukupi seperti ruang praktek yang terlalu sempit, buku-buku
panduan untuk belajar produktif bagi siswa tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan semua peserta didik., sementara dalam media pembelajaran dengan
menggunakan alat praktek, siswa menggunakan beberapa alat praktek dengan
cara bergantian dikarenakan jumlah alat praktek tidak sebanding dengan
jumlah siswa dan ada beberapa yg sudah rusak. Hal ini terlihat pada tabel

berikut :
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Tabel 3. Ketersediaan Daya Dukung Dalam Merealisasikan KKM

No Daya dukung Yang tersedia Standar minimal Keterangan
( Permen no 40/2008)
1 | Ruang praktek 1 buah (120 m*) 3 buah (360 m*) Tidak cukup
2 | Buku penunjang
a. Buku cetak Hanya untuk 1/ kelompok belajar Tidak cukup
guru
b. Modul Hanya untuk 1/ kelompok belajar Tidak cukup
guru
3 | Media dan Alat
praktek
a. Mode Blad Tidak ada 1/ kelompok belajar Tidak ada
b. Fragment Hanya ada untuk
beberapa materi 1/ Setiap materi Tidak cukup
praktek praktek
c. Mesin jahit 16 (bisa pakai) 1/ siswa Tidak cukup
d. Dress Form 3 buah (uk. S) 1 set/kelompok Tidak cukup
belajar
e. Meja potong 6 set 4 set/ ruang Tidak sesuai
dengan ukuran
ruangan
Sumber : Guru Mata Pelajaran Produktif Tata Busana SMKN 1 Lembah Gumanti (TP 2011-

2012

Dari tabel diatas terlihat bahwa daya dukung pendidikan yang tersedia
di SMKN 1 Lembah Gumanti untuk menunjang pembelajaran Tata Busana
belumlah memadai. Berdasarkan pengamatan sementara penulis, ruang
praktek yang hanya ada satu buah menyulitkan siswa untuk praktek, misalnya
jika kelas X dan XI praktek dalam waktu yang bersamaan otomatis salah satu
harus mengalah dan pindah keruang kelas atau memakai ruang secara bersama
(ruang dibagi dua). Begitu juga dengan pemakaian alat praktek yang belum
memadai sehingga siswa terpaksa bergantian.

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara tanggal 22 September
2011 dengan Wakil Kepala Sekolah bidang Kurikulum yang menyatakan
bahwa terdapat banyak kesulitan bagi guru-guru dalam penentuan KKM

diantaranya : guru itu sendiri belum terlalu memahami bagaimana cara
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menentukan Kkriteria-kriteria tersebut, indikator yang ada tidak sesuai dengan
kemampuan peserta didik, contohnya dalam indikator tersebut peserta didik
diminta untuk menjelaskan tapi pada kenyataannya peserta didik hanya
mampu menyebutkan saja.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian
dengan judul “Hambatan- Hambatan dalam Pelaksanaan Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) Mata Pelajaran Produktif di SMKN 1 Lembah Gumanti
Kabupaten Solok”.

B. Fokus penelitian

Adapun Fokus penelitian berdasarkan pada latar belakang masalah
adalah mengenai:

1. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM mata pelajaran Produktif
Tata Busana ditinjau dari segi intake yang mencakup aspek kognitif,
afektif dan psikomotor

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM mata pelajaran Produktif
Tata Busana ditinjau dari segi kompleksitas yang mencakup sumber daya
guru, sumber daya siswa dan waktu

3. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM mata pelajaran Produktif
Tata Busana ditinjau dari segi daya dukung yang mencakup sarana

prasarana dan ketersediaan tenaga
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C. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah berdasarkan pada latar belakang masalah
dan fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM ditinjau dari
kriteria intake pada mata pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1
Lembah Gumanti?

2. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM ditinjau dari
kriteria kompleksitas pada mata pelajaran Produktif Tata Busana di
SMKN 1 Lembah Gumanti?

3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam pelaksanaan KKM ditinjau dari
kriteria daya dukung pada mata pelajaran Produktif Tata Busana di
SMKN 1 Lembah Gumanti?

D. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan yang ingin diteliti dan informasi yang

diharapkan maka penelitian ini bertujuan untuk : .

Mendeskripsikan pelaksanaan KKM ditinjau dari kriteria intake pada mata
pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti.

1. Mendeskripsikan pelaksanaan KKM ditinjau dari kriteria kompleksitas
pada mata pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti.

2. Mendeskripsikan pelaksanaan KKM ditinjau dari kriteria daya dukung

pada mata pelajaran Produktif Tata Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti.
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E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai berikut :

1. Sebagai informasi dan masukan bagi SMKN 1 Lembah Gumanti agar
dapat menanggulangi permasalahan dalam pelaksanaan KKM khususnya
pada mata pelajaran Produktif Tata Busana.

2. Sebagai informasi dan masukan bagi guru Produktif Tata Busana untuk
meningkatkan wawasan dan kemampuannya sehingga tidak mengalami
kesulitan dalam pelaksanaan dan dalam merealisasikan KKM.

3. Sebagai informasi dan penambah wawasan bagi penulis sendiri dalam
pelaksanaan KKM, sehingga dapat diimplementasikan didunia kerja

nantinya.



BAB |1
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Kiriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Salah satu prinsip penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) adalah menggunakan acuan kriteria, Yyakni
menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik.
Setiap siswa dituntut untuk dapat mencapai standar ketuntasan belajar
yang dapat mengukur keberhasilan siswa dalam ssetiap pembelajaran.
Menurut Mulyasa (2006:153) “belajar tuntas diasumsikan bahwa di dalam
keadaan yang tepat, semua peserta didik mampu belajar dengan baik dan
memperoleh hasil yang maksimal”.

Untuk itu agar semua peserta didik memperoleh hasil belajar
secara maksimal, pembelajaran harus dilaksanakan dengan sistematis serta
memberikan tes dengan menggunakan acuan kriteria. Tujuan utama belajar
tuntas adalah agar sebagian besar siswa, dapat mencapai tingkat Mastery
(penguasaan bahan). Dalam modul belajar tuntas yang diterbitkan oleh
Depdikbud (1983:19-20) Ciri-ciri belajar tuntas adalah:

“ a. Pengajaran didasarkan atas tujuan yang telah

ditentukan. b. Memperhatikan perbedaan individu. c.

Evaluasi dilakukan secara kontinu dan menggunakan acuan

kriteria. d. Menggunakan program perbaikan dan

pengayaan. e. Menggunakan prinsip CBSA. f.
Menggunakan satuan pelajaran terkecil”.

15
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a. Pengertian KKM

Ketercapaian belajar tuntas dilihat dari ketercapaian standar
ketuntasan yang telah ditetapkan. Standar yang digunakan biasa
disebut dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Permendiknas
no 20 tahun 2007 menyatakan bahwa “ Kriteria Ketuntasan Minimal
(KKM) adalah Kriteria Ketuntasan Belajar yang ditentukan oleh
satuan pendidikan”. Sedangkan menurut Depdiknas (2003:36) :”
KKM adalah tingkat ketercapaian kompetensi dasar mata pelajaran
oleh siswa per mata pelajaran”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) adalah tingkat ketercapaian siswa dalam
satu kopetensi pada mata pelajaran tertentu, sehingga siswa tersebut
dapat dikatakan tuntas dalam pembelajarannya. Jadi siswa yang belum
mencapai nilai KKM dikatakan belum tuntas. KKM digunakan
sebagai standar kelulusan atau ketuntasan belajar siswa. Jika ada siswa
yang memperoleh nilai di bawah nilai KKM maka guru melakukan
program perbaikan yang biasa disebut remedial. Dan pada siswa yang
mencapai nilai KKM, untuk lebih memahami materi yang telah
diajarkan perlu dilakukan program pengayaan.

Kriteria Ketuntasan Minimal menjadi acuan bersama pendidik,
peserta didik, dan orang tua peserta didik. Oleh karena itu pihak-pihak
yang berkepentingan terhadap penilaian di sekolah berhak untuk

mengetahuinya. Satuan pendidikan perlu melakukan sosialisasi agar
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informasi dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik dan atau
orang tuanya. Selain itu dalam Depdiknas (2003:45) tercantum prinsip
KKM vyaitu salah satunya kriteria ketuntasan minimal harus
dicantumkan dalam Laporan Hasil Belajar (LHB) sebagai acuan
dalam menyikapi hasil belajar peserta didik.
b. Kriteria Penetapan KKM

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa kriteria-kriteria
penetapan KKM menurut Departemen Pendidikan Nasional adalah:
1) Tingkat intake (kemampuan) rata-rata siswa.

Tingkat kemampuan rata-rata siswa berbeda-beda sehingga
diperlukan kebijakan untuk menentukan KKM. Standar yang
digunakan dalam menentukan KKM siswa tiap tingkat kelas
berbeda-beda. Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan
KKM di SMK (2007:27) menyatakan bahwa: “KKM kelas X
didasarkan pada hasil seleksi penerimaan siswa baru, rapor kelas
IX SMP, dan tes seleksi masuk, sedangkan KKM kelas XI dan XII
didasarkan pada tingkat pencapaian KKM pada semester kelas
sebelumnya.

Ada 2 (dua) cara dalam menentukan intake siswa:
a) Dilakukan tes diagnotis terhadap seluruh peserta didik yang
setingkat (misalnya kelas X), kecuali kelas khusus seperti kelas

unggul, kelas akselerasi, dan sebagainya. Hasil rata-rata tes
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dianalisis dengan rentang standar kelulusan bagi yang baru
masuk.
Contoh:

Hasil tes masuk bagi kelas X untuk mata pelajaran Tata
Busana adalah 68 atau 6.8, sementara standar kelulusan tahun
pelajaran saat itu 5.5, rentang antara 5.5 (55) sampai 10 (nilai
sempurna) dibagi tiga kategori: 55-7 sama dengan rendah,
7.01-8.5 sama dengan sedang dan 8.51-10 sama dengan tinggi.
Dari analisis tersebut terlihat nilai rata-rata 68 atau 6.8 berada
pada kategori rendah.

Mencari rata-rata nilai mata pelajaran pada waktu kenaikan
kelas bagi semua peserta didik ( misalnya kelas XI), dari hasil
rata-rata tersebut dianalisis dengan rentang KKM naik kelas.
Contoh:

Rata-rata nilai mata pelajaran Tata Busana adalah 71,
sementara KKM mata pelajaran Tata Busana untuk naik kelas
dari kelas X ke kelas X1 adalah 75, rentang antara 75 sampai 10
(nilai sempurna) dibagi tiga kategori: 69-79.5 sama dengan
rendah 79.4-89.7 sama dengan sedang 89.8-100 sama dengan
tinggi Dari analisis tersebut terlihat nilai rata-rata 71 berada

pada kategori rendah
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Sementara itu, untuk pemberian skor pada kriteria intake
harus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat pembinaan SMK
dalam Juknis Penetapan KKM di SMK (2007:24) yaitu :

a) T (Tinggi);
Kemampuan rata-rata peserta didik tinggi, maka tuntutan
ketercapaian kompetensi juga tinggi. Yang dikuantitatifkan

dengan angka 3 (tiga);

b) S (Sedang);
Kemapuan rata-rata peserta didik sedang, maka tuntutan
ketercapaian kompetensi juga sedang, di kuantitatifkan dengan

angka 2 (dua);

¢) R (Rendah);
Kemampuan rata-rata peserta didik rendah, maka tuntutan
ketercapaian kompetensi juga rendah, yang dikuantitatifkan

dengan angka 1 (satu);

Peraturan Menteri no 20 tahun 2007 dalam BNSP (2007:5)
menyatakan bahwa : “Penilaian pendidikan  adalah proses
pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan
pencapaian hasil belajar peserta didik “. Dengan kata lain,
penilaian berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan
proses dan hasil belajar siswa dan tingkat kemampuan siswa.

Dimana tingkat kemampuan siswa tidaklah sama, untuk itu guru



2)

20

harus bisa melihat dan mengevaluasi kemampuan siswa tersebut

agar siswa dapat menerima materi yang diajarkan.

Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM
di SMK (28-29:2007) menegaskan bahwa dalam tingkat intake
(kemampuan) rata-rata siswa dilihat dari tiga aspek yaitu:

a) Aspek kognitif; berkenaan dengan pengenalan baru atau
mengingat kembali (menghafal) suatu pengetahuan untuk
mengembangkan kemampuan intelektual yang lebih lanjut.

b) Aspek afektif; berhubungan dengan pembangkitan minat,
sikap, ataupun emosi juga penghormatan (kepatuhan) terhadap
nilai-nilai.

c) Aspek psikomotor; berkenaan dengan pembelajaran yang
bersifat keterampilan atau yang menunjukkan gerak (motor
skill)”.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa didalam
penetapan intake (kemampuan) siswa dapat dilihat dari tiga aspek,
yaitu aspek kognitif berkaitan dengan proses berfikir dan
kemampuan intelektual siswa, aspek afektif berkaitan dengan
sikap, tingkah laku dan norma-norma, serta aspek psikomotor yang
berkaitan dengan kemampuan gerak siswa.

Tingkat kompleksitas

Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM

di SMK (24 :2007) menyatakan bahwa :” tingkat kompleksitas



21

adalah tingkat kesulitan/kerumitan setiap indikator yang harus
dicapai oleh peserta didik”. Menurut Nukman (2004:17), “tingkat
kompleksitas meliputi sumber daya guru, sumber daya siswa, dan
waktu yang harus dilalui dalam pencapaian satu materi”. Suatu
indikator dikatakan memiliki tingkat kompleksitas tinggi, apabila
dalam pencapaiannya harus didukung oleh kondisi sebagai berikut:
a) Sumber daya guru
Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 dalam
Kesindo Utama (267:2009) meyatakan bahwa ‘“Kompetensi
profesi guru adalah kemampuan menguasai materi
pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan
membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang
ditetapkan dalam Standar Pendidikan Nasional”. Sedangkan

menurut Fachruddin (2009: 50) menyatakan bahwa:

“Guru profesional dituntut dengan sejumlah persyaratan
minimal antara lain: memiliki kualifikasi pendidikan
profesi yang memadai, memiliki kompetensi keilmuan
sesuai dengan bidangnya, memiliki kemampuan
berkomunikasi dengan siswanya, mempunyai jiwa
kreatif dan produktif , mempunyai etos kerja dan
komitmen tinggi terhadap profesinya dan selalu
melakukan pengembangan diri secara terus-menerus”.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kondisi
yang diharapkan dalam penetapan kompleksitas berkaitan
dengan sumber daya guru adalah meliputi; pemahaman dengan

benar terhadap kopetensi yang harus dibelajarkan pada peserta



b)

22

didik dan menguasai kurikulum serta kreatif inovatif dalam
metode pembelajaran yang bervariasi dan mempunyai
kemampuan penalaran yang tinggi agar peserta didik dapat
mencapai ketuntasan belajar.

Sumber daya siswa

Sumber daya siswa yang dimaksud dalam penetapan
kompleksitas ini adalah kompetensi yang dimiliki oleh seorang
siswa itu sendiri. Menurut Nukman dalam Sartika (2006 : 27)
menyatakan bahwa :

“  kompetensi siswa yang dimaksud dalam

kompleksitas adalah pengetahuan, keterampilan dan

kemampuan dari seorang siswa sehingga ia dapat
melakukan perilaku kognitif, afektif, dan psikomotor
dalam pembelajaran dengan sebaik-baiknya”.

Sementara itu, Direktorat Pembinaan SMK dalam Juknis
Penetapan KKM di SMK (25:2007) menyatakan bahwa sumber
daya siswa meliputi: “a) Kemampuan penalaran tinggi. b)
Cakap/ terampil menerapkan konsep. c) Cermat, kreatif dan
inovatif dalam penyelesaian tugas/ pekerjaan”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa
sumber daya siswa yang dibutuhkan dalam penetapan
kompleksitas adalah kompetensi yang dimiliki seorang siswa
berupa kemampuan penalaran, keterampilan serta kecermatan
dan kreatifitas dalam pembelajaran sehingga memudahkan

siswa tersebut dalam melakukan tindakan kognitif, afektif, dan

psikomotor dalam proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya.
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c) Waktu
Menurut Nukman (2004:37) ”...dalam pembelajaran materi
yang sulit, diperlukan penanggulangan dan latihan yang
membutuhkan waktu yang cukup...”. Sejalan dengan itu
Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM di
SMK (2007:24) menegaskan bahwa: ... pada beberapa materi
tertentu dibutuhkan waktu yang lama dalam proses
pembelajarannya sehingga materi tersebut digolongkan pada
materi dengan tingkat kesulitan tinggi (kompleksitas tinggi)”.
Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
waktu yang dimaksudkan dalam penetapan kompleksitas adalah
waktu yang diperlukan dalam proses pembelajaran pada satu
materi tertentu. Apabila waktu yang dibutuhkan cukup lama,
maka materi tersebut dapat digolongkan kedalam materi yang
sulit ( kompleksitas tinggi ), sebaliknya apabila dalam proses
pembelajaran suatu materi tertentu tidak terlalu membutuhkan
waktu yang lama, maka materi tersebut dapat digolongkan
kkedalam materi dengan kompleksitas rendah atau sedang.
Sementara itu, untuk pemberian skor pada kriteria
kompleksitas harus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat
pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM di SMK (2007:24-

25) yaitu :
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a) T (Tinggi);
Tingkat kesulitan materi tinggi, maka tuntutan ketercapaian
kompetensi bagi peserta didik agak lebih rendah, yang
dikuantitatifkan dengan angka 1(satu);

b) S (Sedang);
Tingkan kesulitan materi sedang, maka tuntutan ketercapaian
kompetensi  bagi peserta didik juga sedang, Yyang
dikuantitatifkan dengan 2 (dua);

¢) R (Rendah);
Tingkat kesulitan materi rendah, maka tuntutan ketercapaian
kompetensi bagi peserta didik lebih tinggi, yang dikuantitatifkan

dengan angka 3 (tiga);

3) Daya Dukung Sekolah
Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM
di SMK (2007:24) mengemukakan bahwa: “ Daya dukung sekolah
adalah segala sumber daya dan potensi yang dapat mendukung
penyelenggaraan pembelajaran seperti sarana prasarana dan
ketersediaan tenaga pendidikan”.

a) Sarana dan prasarana pendidikan
Sarana dan prasarana pendidikan yang dimaksudkan
adalah sarana dan prasarana yang sesuai dengan tuntutan
kompetensi yang harus dicapai peserta didik seperti

perpustakaan, buku, media dan alat/ bahan untuk proses
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pembelajaran.  Peraturan Menteri  Pendidikan  Nasional
Republik Indonesia no 40 tahun 2008 pada pasal 2 ayat (1)

2

menyatakan bahwa : 7 standar sarana dan prasarana untuk
Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
(SMK/MAK) mencakup kriteria minimum sarana dan Kriteria
minimum prasarana”.

Menurut Tim Penyusun Pedoman Pembakuan Media
Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam
Sartika (2006:21) bahwa:

“Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang

diperlukan dalam proses belajar-mengajar, baik yang

bergerak maupun yang tidak bergerak  agar
pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan
lancar, teratur, efektif dan efisien”.

Sejalan dengan itu Mulyasa (2004:49) menyatakan bahwa:

“ Sarana pendidikan adalah peralatan dan

perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan

menunjang proses pendidikan, khususnya proses
belajar, mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja
kursi, serta alat-alat dan media pengajaran”.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sarana
pendidikan adalah semua fasilitas yang secara langsung
dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya
proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang

tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat

berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efesien.
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b) Ketersediaan tenaga sekolah

Ketersediaan tenaga sekolah yang dimaksud adalah
ideal jumlah guru dalam mata pelajaran, dimana banyaknya
guru dalam mata pelajaran  yang dimaksud yaitu dengan
melihat beban kerja pada guru tersebut. Perhitungan beban
kerja guru adalah bagian tak terpisahkan dari perencanaan
kebutuhan guru dalam perencanaan sekolah seutuhnya.
Terpenuhi atau tidaknya beban mengajar 24 jam tatap muka per
minggu bagi jenis guru tertentu sebenarnya dapat dideteksi saat
jumlah guru yang dibutuhkan dihitung. Menurut Permendiknas
No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi : ... sedangkan jumlah
jam tatap muka per minggu untuk SMK dan MAK adalah 38 sd
39 jam.”

Sementara itu, untuk pemberian skor pada kriteria daya
dukung harus sesuai dengan ketentuan dari Direktorat
pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM di SMK
(2007:25) yaitu :

a) T (Tinggi);
Sarana dan prasarana pendukung sangat tinggi, maka
tuntutan ketercapaian kompetensi bagi peserta didik juga

tinggi, yang dikuantitatifkan dengan angka 3 (tiga);
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b) S (Sedang);
Sarana dan prasarana pendukung sedang, maka tuntutan
ketercapaian kompetensi bagi peserta didik juga sedang,
yang dikuantitatifkan dengan angka 2 (dua);

¢) R (Rendah);
Sarana dan prasarana pendukung kurang, maka tuntutan
ketercapaian kompetensi bagi peserta didik juga rendah,

yang dikuantitatifkan dengan angka 1 (satu).

2) Langkah-langkah Penetapan KKM
KKM ditetapkan harus dengan mengikuti kriteria-kriteria dan
berpedoman pada prinsip-prinsip penetapan KKM itu sendiri.
Direktorat pembinaan SMK dalam Juknis Penetapan KKM di SMK
(2007:29-30) mengemukakan bahwa KKM ditetapkan melalui langkah-
langkah sebagai berikut :

“a) Menetapkan KKM setiap indikator pencapaian dengan
menggunakan Kriteria analisis yaitu kompleksitas, daya
dukung, dan intake siswa ; b) Menetapkan KKM setiap

KD yang merupakan rata-rata dari indikator yang terdapat

dalam KD tersebut; c) Menetapkan KKM setiap SK yang
merupakan rata-rata KKM KD yang terdapat dalam SK
tersebut; d) Menetapkan KKM mata pelajaran yang
merupakan rata-rata dari semua KKM SK yang telah yang
terdapat dalam satu tahun pemebelajaran...”.

Sejalan dengan itu, Menurut Syamsurizal (2004:11) langkah-

langkah penetapan KKM adalah:

“a) Penetapan KKM dilakukan melalui analisis
ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. b) KKM
KD didapat dengan merata-rata KKM semua indikator
pada KD yang terkait. c) KKM SK merupakan rata-
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rata KKM KD yang terdapat pada setiap SK. d) Nilai

KKM Mata Pelajaran (MP) merupakan rata-rata

ketuntasan belajar setiap SK pada tingkat kelas yang

bersangkutan. e) Penetapan KKM dilakukan dengan

format A”.

Mekanisme atau langkah-langkah penetapan KKM secara

umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Il
) (=]

Gambar 1. Mekanisme/ Langkah-langkah Dalam KKM
(Sumber : Materi Pelatihan KTSP Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

Berdasarkan penjelasan dan gambar mekanisme diatas dapat
disimpulkan tentang langkah-langkah penetapan KKM sebagai berikut :
a) Langkah pertama yang dilakukan adalah menetapkan KKM

indikator dengan menggunakan analis dari masing-masing kriteria
penetapan KKM yaitu intake, kompleksitas dan daya dukung. KKM

Indikator dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

KKM Indikator = A+B+C x 100
9

Sumber : Juknis Penetapan KKM di SMK (2007:29-30)

Keterangan :
A,B,C = skor masing-masing kriteria penetapan KKM
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b) Kemudian, KKM indikator dirata-ratakan sehingga didapat nilai
KKM KD;

c) Selanjutnya, KKM dari masing-masing KD dirata-ratakan kembali
sehingga didapat nilai KKM SK;

d) KKM mata pelajaran didapat dengan merata-ratakan KKM SK.

Langkah-langkah penetapan KKM tersebut diatas dikerjakan

dalam format penetapan KKM, yang disebut dengan format A. Berikut

adalah contoh penetapan KKM dalam format A pada Standar

Kompetensi Membuat Busana Wanita.

Tabel 4. Contoh Penetapan KKM dalam Format A Pada Standar
Kompetensi Membuat Busana Wanita.

KD/ indikator Il | K |D KKM KKM | KKM
Indikator | KD SK
1. Macam-macam busana wanita
d) Menjelaskan pengertian busana wanita 2 | 3|3 88,7
dan jenis-jenisnya
e) Menyiapkan alat dan bahan pembuatan 2 1213 77,8 75
pola 2 1113 66,7
f)Mengerjakan pola konstruksi sesuai desain
busana wanita 2 |13 66,7 74,5
0) Memotong bahan sesuai pola
2. Menjahit Busana Wanita
h) Menyiapkan alat dan bahan sesuai SOP 2 | 3|3 88,7
i) Menjahit busana wanita dengan teknik yang 2 | 1|3 66,7 74
tepat
j)Menjahit busana wanita denga 2 1113 66,7
memperhatikan K3

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran 6

3) Analisis Pencapaian KKM
Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya KKM, setiap selesai
melaksanakan ujian atau tes, guru harus melakukan analisis pencapaian
KKM. Menurut Nukman (2004:44):”pencapaian KKM perlu dianalisis

untuk dapat ditindak lanjuti sesuai hasil yang diperoleh”. Sejalan
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dengan itu Syamsurizal (2004:13) menyatakan bahwa: “Dengan
melakukan analisis, dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan nilai
KKM pada semester berikutnya dan meningkatkan nilai KKM dapat
menjadi indikator peningkatan mutu dan hasil belajar siswa”.
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis
pencapaian KKM bertujuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian
KKM vyang telah ditetapkan yang nantinya akan berguna dalam
menetapkan KKM pada semester atau tahun berikutnya.
2. Mata Pelajaran Produktif Tata Busana
Menurut Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan
Menengah (2008 :3) bahwa:

(13

spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang
berlaku sekarang sudah tidak sesuai dengan tuntutan KTSP,
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kebutuhan
kerja; berdasarkan pertimbangan itu perlu ditetapkan
spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan baru yang
diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Manajemen

Pendidikan Dasar dan Menengah .

Sehubungan dengan pertimbangan diatas maka pada tanggal 27
Agustus 2008 telah ditetapkan beberapa hal terkait dengan perubahan
spektrum keahlian yang tercantum dalam Keputusan Direktorat Jenderal
Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor:
251/C/KEP/MN/2008 yaitu menetapkan bahwa “ Spektrum keahlian
pendidikan menengah kejuruan yang baru diberlakukan pada awal tahun

2008/2009 mulai kelas X...” . Dalam spektrum mata pelajaran Produktif

Tata Busana yang baru ada 12 (dua belas) Standar Kompetensi (SK) yang



31

harus dipelajari oleh peserta didik dalam tingkatan kelas yang berbeda dan
dalam jumlah jam tatap muka yang berbeda pula. Setiap SK terdiri dari
beberapa Kompetensi Dasar (KD) yang nantinya juga akan dibagi menjadi
beberapa indikator.

B. Kerangka Konseptual

Salah satu prinsip penilaian pada Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan
kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling
rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

Dalam merealisasikan KKM pada mata pelajaran Produktif Tata
Busana di SMKN 1 Lembah Gumanti ditentukan berdasarkan pada kriteria
penetapan KKM vyaitu ; 1) Tingkat intake (kemampuan siswa), yang dilihat
dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotor. 2) Daya dukung, yang
terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana, dan ketersediaan tenaga. 3)
Tingkat kompleksitas, yaitu kesulitan/ kerumitan setiap indikator, kompetensi
dasar, dan standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam
penentuan kompleksitas perlu dilihat dari komponen yang terdiri dari sumber
daya guru, sumber daya siswa dan waktu, yang dibutuhkan dalam

pembelajaran materi tersebut.
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Sesuai dengan pembahasan yang telah dikemukakan, maka disusun

kerangka konseptual sebagai berikut :

PELAKSANAAN KKM
MATA PELAJARAN
PRODUKTIF
TATA BUSANA

\4 A 4 \4
INTAKE KOMPLEKSITAS DAYA DUKUNG
l A 4 A 4
1. Aspek kognitif 1. Sumber daya guru 1. Sarana dan prasarana
2. Aspek Afektif 2. Sumber daya siswa 2. Ketersediaan tenaga
3. Aspek Psikomotor 3. Waktu

Gambar 2. Kerangka Konseptual



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, maka peneliti
dapat menyimpulkan gambaran secara umum kesulitan guru Produktif
Tata Busana dalam menetapkan KKM, vyaitu :

1. Pada kriteria intake (kemampuan siswa), berdasarkan hasil penelitian
dari tiga aspek yaitu kognitif, afektif, psikomotor dan perbedaan
kemampuan. Dari berbagai sumber, terlihat bahwa semuanya
mengalami kesulitan karena adanya kemampuan siswa yang berbeda-

beda dalam memahami materi Produktif Tata Busana.

2. Pada kriteria kompleksitas, berdasarkan hasil penelitian dari tiga aspek
yang diteliti terdapat dua aspek yang mengalami kesulitan yaitu
sumber daya guru dan sumber daya siswa. Dari berbagai sumber,
terlihat bahwa guru mengalami kesulitan seperti dalam menyesuaikan
tingkat kesulitan materi dengan kemampuan siswa. Dari segi sumber
daya siswa, kesulitan siswa adalah dalam memahami materi Produktif
Tata Busana yang memerlukan analisis dan praktek sementara
kebanyakan siswa hanya mampu memahami materi Produktif Tata
Busana yang bersifat teori dan hafalan. Sedangkan pada aspek lainnya

yaitu pada aspek waktu, guru tidak mengalami kesulitan lagi.
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Pada kriteria daya dukung, berdasarkan hasil penelitian dari dua aspek
yang diteliti yaitu sarana dan prasarana pendidikan dan ketersediaan
tenaga sekolah. Dari berbagai sumber, terlihat bahwa keduanya
mengalami kesulitan seperti dalam sarana dan prasarana pendidikan,
ketersediaan buku teks Produktif Tata Busana belum mencukupi
kebutuhan siswa. Ketersediaan media pembelajaran Produktif Tata
Busana di sekolah tidak memadai dengan baik. Sedangkan pada
ketersediaan tenaga sekolah, jumlah guru mata pelajaran Produktif
Tata Busana masih kurang memadai karena idealnya adalah 1 (satu)
orang guru untuk satu kopetensi mata pelajaran Produktif Tata Busana

sedangkan di SMKN 1 Lembah Gumanti.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian, maka saran yang dapat

diberikan adalah sebagai berikut:

1.

Dari pihak sekolah, hendaknya melakukan bimbingan teknis terhadap
guru Produktif Tata Busana mengenai KKM, serta adanya bimbingan

dari teman sejawat.

Guru harus dapat mengembangkan dan memperbaharui model
pembelajaran, tidak hanya memakai satu model pembelajaran
konfensional saja, namun memakai berbagai model pembelajaran
yang selalu disesuaikan dengan Standar Kompetensi yang

dibelajarkan kepada siswa Tata Busana.
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Guru dan sekolah harus berusaha menyediakan media pembelajaran
dan mencari solusi dalam pengadaan buku teks bagi siswa misalnya
dengan membagikan fotocopy dari buku-buku dan modul milik
pribadi guru, agar pembelajaran berlangsung dengan baik sehingga

tercapai tujuan pembelajaran tersebut.

Guru harus benar-benar mengerti bagaimana penilaian aspek kognitif
terhadap siswa. Begitu juga dengan penilaian dari aspek afektif, guru
juga harus faham mana siswa yang telah menunjukan kedisiplinan dan
sikap kerja yang memeperhatikan K3 serta siswa yang sopan dan
menghormati orang lain sebagai implementasi dari sikap pelayanan
prima. Serta dalam penilaian dari aspek psikomotor, guru harus faham
mengenai siswa yang telah mempunyai kecakapan praktek dan
mampu mengerjakan tugas-tugas praktek pada mata pelajaran

Produktif Tata Busana.

Sekolah dan guru hendaknya berperan aktif dalam peningkatan intake
siswa, dengan cara menyediakan waktu belajar tambahan dan
meberikan latihan-latihan dan praktek yang terus-menerus, agar
kemamapuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa dapat terus

meningkat.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif maka disarankan
untuk peneliti selanjutnya, agar lebih ditekankan pada pelaksanaan

KKM dan hubungannya dengan hasil belajar siswa.
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